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BAB 1

PENDAHULUAN

1.  Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan

Sebagai kota metropolitan, Kota Surabaya tentunya tidak lepas dari
permasalahan sosial kependudukan baik perumahan, transportasi, pemenuhan bahan
pokok, dan lainnya juga termasuk masalah pekerjaan. Dengan meningkatnya | pm]ah
penduduk di Kota Surabaya mengakibatkan pula meningkatnya permasalahan sosial
yang dihadapi diantaranya meningkatnya angka tenaga kerja produktif yang tersedia,
sedangkan lapangan kerja yang terbatas ketersediannya yang mengakibatkan semakin
besarnya angka pengangguran warga Kota Surabaya. Untuk dapat menanggulangi hal
tersebut, tentunya dengan cara memberdayakan masyarakat, yaitu salah satunya
dengan cara mendirikan usaha sendiri. Di lain pihak, pemberdayaan masyarakat
membawah akibat dan permasalahan di dalamnya. Sejak dahulu membawa pro dan
kontra bagi masyarakat Kota Surabaya yaitu Pedagang Kaki Lima.

Di Kota Surabaya, pada tiap ruas jalan bagian-bagian trotoar jalan umum
terlebih jika jalan besar/raya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk semakin marak
dan banyak berkembang dalam jumlah kuantitas dan kualitas letak serta barang dan
jasa yang ditawarkan. Banyak keluhan dan juga banyak ketergantungan masyarakat
Kota Surabaya terhadap keberadaan dan kegunaan pedagang kaki lima karena

menjadi suatu kehidupan dan budaya dari masyarakat Kota Surabaya, sehingga



banyak yang mencoba untuk mencari cara mengatasi hal-hal pedagang kaki lima
tersebut di atas. Pedagang kaki lima dalam peraturan perundang-undangan nasional
belum cukup banyak diatur oleh peraturan yang ada, namun dalam peraturan daerah
khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya, secara khusus diatur permasalahan
pedagang kaki lima terlebih dahulu hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan
pengaturan pedagang kaki lima. Dalam pasal 1 huruf ( e ) Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabava Nomor 10 Tahun 1987 tentang pengaturan
Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya mendeskripsikan pengertian pedagang kaki lima. Dari
pengertian yang diungkapkan dalam Peraturan Daerah tersebut dapat diuraikan
syarat-syarat yang menyatakan sesuatu hal tersebut dapat dikatakan sebagai pedagang
kaki lima, yaitu :
- kegiatan dagang perseorangan, dan
- menggunakan tempat atau fasilitas umum

Sehubungan dengan adanya penggunaan tempat atau fasilitas umum, maka pasal 2
ayat ( 1 ) Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa : "untuk menjaga
ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya, diarang menggunakan fasilitas umum atau tempat-tempat sebagai tempat
kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa izin Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk”. Hal ini didukung pelaksanaannya dalam pasal 25 Undang-undang Nomor

14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :



"penggunaan jalan untuk keperluan di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan
kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin tersebut".
Bila kita meninjau tentang i1zin itu sendiri yang dipergunakan sebagai sarana
utama yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan
kebersihan yang telah diatur peraturan perundang-undangan sebagai alat pemerintah
dalam rangka pengaturan. Suatu pengertian izin atau perizinan yang dijelaskan oleh
Philipus M. Hadjon, yang menyatakan :
"Kategori yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah bahwa
undang-undang melarang suatu tindakan tertentu atau tindakan-tindakan
tertentu yang saling berhubungan. Larangan ini tidak dimaksudkan secara
mutlak, namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan
cara mengeluarkan 1zin, dan khususnya dengan menghubungkan peraturan-
peraturan pada izin tersebut"’

Dengan adanya perizinan, memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk

mengendalikan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan dari masyarakat dengan

memberikan suatu larangan, serta larangan tersebut diperbolehkan sampai

diterbitkannya kebijakan dari pemerintah yang dikenal dengan izin.

. Philipus M. Hadjon, et al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada
University Press, 1993, h. 126



Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge menyatakan izin adalah suatu
persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah,
untuk dalam memberikan hal tertentu menyimpang dari ketentuan dari larangan
perundang-undangan®. Sebagai suatu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, izin
sendiri salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ), dimana
dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, mempunyai elemen-elemen utama sebagai berikut :

- penetapan tertulis

- ( oleh ) badan atau pejabat Tata Usaha Negara

- tindakan hukum Tata Usaha Negara

- konkret, individual

- final

- akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’
Elemen-elemen yang tersebut di atas bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif,
yang artinya bahwa elemen-elemen tersebut di atas haruslah dipenuhi dan tidak boleh
ada satupun elemen yang ditinggalkan/tidak dapat dipenuhi sehingga suatu keputusan

yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara.

> NM. Spelt dan JBIM Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, h.2

? Philipus M. Hadjon et al., Op.cit, h. 138



Menurut Prajudi Atmosoedirjo, secara singkat dikatakan izin atau vergunning
adalah ‘'dispensasi dari suatu larangan'lzin beranjak dari ketentuan yang pada
dasarnya tidak melarang suatu perbuaran tetapi untuk dapat melakukannya
disyaratkan tertentu harus dilalui'. Untuk lebih jelasnya dapat jelasnya dapat
dijelaskan dalam skema pertentangan hukum yang didasarkan pada aturan
pertentantangan.

Sebagai suatu KTUN, izin tentunya mempunyai sifat-sifat, antara lain :

- terikat atau bebas
- keputusan yang menguntungkan
- keputusan yang segera berakhir dan dapat juga berlangsung lama
- keputusan yang bersifat pribadi atau kebendaan
Adapun fungsi izin sebagai suatu instrumen dari Pemerintah adalah :
a. mengarahkan/mengendalikan ( sturen ) aktivitas tertentu
b. mencegah bahaya
c. melindungi obyek tertentu
d. seleksi dan/atau aktivitas tertentu

Dengan pesatnya perkembangan jumlah pedagang kaki lima di sekitar Kota

Surabaya, maka semakin beratnya tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

Surabaya dalam mengendalikan kegiatan usaha dalam rangka menjaga keamanan,

“Ibid, h. 143 - 144



ketertiban dan keindahan Kota Surabaya. Perkembangan jumlah pedagang kaki lima
secara kuantitas yang begitu pesat tersebut ternyata tidak diikuti dengan izin dan
lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan peraturan
daerah yang berlaku mengatur tentang masalah tersebut. Dengan tidak adanya
penertiban secara tegas oleh pihak Pemerintah Kota menjadikan pedagang kaki lima
tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
banyaknya pedagang kaki lima yang tidak memiliki 1zin namun dapat berjualan pada
kaki lima di sepanjang jalan Kota Surabaya. Hal ini menjadi permasalahan umum
bagi masyarakat Kota Surabaya, terutama masyarakat yang merasakan secara
langsung akibat dari perkembangan pedagang kaki lima di daerahnya. Tidak hanya
lokasi yang telah diatur oleh Pemerintah Kota Surabaya, namun juga pada lokasi yang
tidak diatur dan tidak menjadi lokasi usaha pedagang kaki lima.

Beberapa waktu yang lalu dengan pergantian Walikota Surabaya dari
kepemimpinan Bapak Soenarto Soemaprowira kepada Wakil Walikota sebelumnya
yang diangkat menjadi Walikota Surabaya yang baru Bapak Bambang D.H., membuat
kebijakan yang begitu menggemparkan masyarakat Kota Surabaya. Penertiban
pedagang kaki lima yang sudah menjadi rencana dan permasalahan sosial dalam
jangka waktu vang relatif singkat terealisasikan secara bertahap untuk hampir seluruh
wilayah Kota Surabaya. Dengan pengadaan peneritiban terhadap pedagang kaki lima
tersebut, mendapatkan komentar dari pelbagai kalangan masyarakat yang mengalami

langsung maupun tidak langsung menyaksikan dan mengalami keadaan tersebut. Di



satu pihak, dengan penertiban tersebut memberikan keindahan, ketertiban dan
keamanan bagi masyarakat sekitar didirikannya kios kaki lima sebagai tempat
kegiatan usahanya, serta berkurangnya persaingan vang dialami oleh pengusaha-
pengusaha yang bukan kaki lima dimana dari segi jenis barang dagangan yang
ditawarkan maupun dari segi letak kios kaki lima yang telah menutup pemandangan
dari konsumen. D1 lain pihak, dengan adanya penertiban kios-kios/warung-warung
pedagang kaki lima, membuat suatu fenomena dan permasalahan masyarakat dalam
bidang lapangan kerja yang semakin sempit, sehingga akan meningkatkan jumlah
tenaga kerja yang menganggur serta hilang/musnahnya bahkan disitanya barang-
barang modal akibat dari penertiban pedagang kaki lima.
Dari uraian dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi suatu
permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan, yaitu :
1. Sanksi apa sajakah yang dapat dikenakan pada pedagang kaki lima yang
melanggar peraturan perundang-undangan ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pedagang kaki lima dan pihak-
pihak lain yang berhubungan dengan pengaturan terhadap pedagang kaki lima

?

2. Penjelasan Judul

Penulisan hukum ini berjudul " Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki

Lima di Kota Surabaya ". Dengan diadakannya kebijakan dari Pemerintah Kota



Surabaya yang melakukan penertiban secara bergilir dalam jangka waktu yang relatif
singkat dan bertahap dimana meliputi seluruh wilayah di Kota Surabaya. Tindakan
yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya tentunya akan dan
telah menimbulkan akibat secara hukum dan segi lainnya baik sosial, ekonomi dan
modal, politik dan lainnya.

Istilah pedagang kaki lima sudah menjadi kata yang sering terdengan dan
sudah tidak asing lagi bagi masyarakat terutama masyarakat Kota Surabaya. Hampir
setiap bagian bahu dan ruas jalan dipergunakan untuk kegiatan kaki lima, dimana
orang yang berjualan pada tepi-tepi jalan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan
yang diperlukan oleh konsumen yang berupa warung baik yang bersifat sementara
ataupun sudah mempunyai bangunan vang semi permanen. Bahkann jika suatu usaha
kakil lima yang sudah maju pesat dapat membuat bentuk yang permanen agar lebih
tahan dari keadaan cuaca yang sedang terjadi.

Lukman Mokoginto mengungkapkan salah satu jenis dari banyak jenis dari
pedagang kaki lima, yaitu pedagang jajanan kaki lima. Pedagang jajanan kaki lima
didefinisikan sebagai kegiatan usaha yang berskala kecil, tidak berbadan hukum yang
memproduksi dan mendistribusikann makanan dan jajanan, dengan menggunakan
areal tepi jalan sebagai lokasi usaha.

Pada pasal 1 huruf ( e ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 10 Tahun 19987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan

Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang dimaksudkan



dnegan pedagang kaki lima, ialah mereka yang melakukan kegiatan dagang
perseorangan dan dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas
umum sebagai tempat kegiatannya. Dari definisi di atas dapat dikemukakan 2 ( dua )
unsur yang menyatakan bahwa seseorang pengusaha tersebut merupakan pedagang
kaki lima, yaitu : kegiatan dagang perseoranga dan menggunakan tempat atau
fasilitas umum.

Kegiatan Dagang Perseorangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat arti kata dagang dan istilah lainnya
yang berkenaan dengan dagang, yaitu :

- Dagang : pekerjaan yang berhubungann dengan menjual dan membeli barang
untuk memperoleh keuntungan. Dagang itu sendiri sangat berhubungan erat
dengan jual beli dan niaga

- Pedagang : orang yang mencari nafkah dengan berdagang5

Jika dilihat dan definisi di atas. maka dapat disimpulkan menurut pengertian Kamus
Besar Bahasa Indonesia dimana dagang sangat berkaitan erat dengan hal niaga
ataupun jual beli. Kegiatan dagang diartikan sebagai perbuatann dalam pengertian
yang searah kegiatan menjual dan kegiatan membeli tanpa adanya kegiatan lainnya

disamping itu.

* Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
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Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ( KUHD ) juga diatur mengenai
definisi pedagang kaki lima yang dianalogikan sebagai orang yang melakukan
kegiatan dagang yang terdapat pada pasala 2 jo. pasal 3 KUHD :

- Pasal 2 KUHD : "Pedagang adalah mereka, yang melakukan perbuatan dagang
sebagai pekerjaan sehari-hari"

- Pasal 3 KUHD : "Undang-undang memberikan arti perbuatan perniagaan,
pada umumnya membeli barang untuk dijual kembali, dalam jumlah banyak
dan sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya disewakan
pemakaiannya"®

Dari kedua definisi dari dua sumber yang berbeda, dimana pengertian menurut
KUHD dipandang lebih luas yang mana pengertian dagang bukan meliputi kegiatann
jual beli, melainkan juga barang yang dibeli oleh pedagang juga digunakan untuk
kegiatan dagang lainny ayaitu kegiatan sewa menyewa.

Tempat atau Fasilitas Umum Sebagai Tempat Usaha

Peristilahan tempat usaha dikenal dala KUHD dengan bursa dagang yang
terdapat pada pasal 59 KUHD yang menyatakann bahwa : "Bursa dagang adalah
tempat pertemuan para pedagang, juragan perahu, makelar, kasir dan orang-orang
laiin yang termasuk dalam gelanggang perdagangan. Pertemua itu diadakan ata

kekuasaan Menteri Keuangan". Di dalam pengertian tersebut dikatakan bahwa tempat

® HMN. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Penerbit Djambatan,
1989, h.2
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usaha dimana wadah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang mengadakan usaha
pernigaan, sehingga adanya suatu bursa dagang ataupun tempat usaha tersebut berdiri
atau karena adanya satu unsur saja cukup mensyaratkan keberadaann tempat usaha
yaitu para pedagang. Karena begitu luasnya pengertian tempat usaha tersebut, maka
banyakk pulalah wadah-wadah dan tempat-tempat yang ada dalam masyarakat
dewasa ini yang termasuk dalam tempat usaha, diantaranya : bursa saham, efek, pasar
uang, pasar, plaza, toko/swalayan, terminal dan lainnya.

Tempat usaha yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima sesuai dengan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987
merupakan tempat atau-fasilitas umum. Tempat atau fasilitas umum inilah mereka
melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan dagang dimana para pedagang kaki lima
berkumpul dan menghadirkan dagangannya. Fasilitas atau tempat umu yang
dipergunakan untuk tempat usaha pada pasal 2 Peraturan Daerah tersebbut ditentukan
oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Surabaya atau pejabat yang ditunjuk.

Perlindungan hukum bagi rakyat dalam bahasa asing dapat disebut juga dalam
kata yang antara lain, sebagai berikut :

- Dalam kepustakaan Bahasa Inggris : "Legal protection of the individual in
relation to acts of administrative authorities" ( Periindungan hukum individu

calam hukubungannya dengan tindakan otoritas pemerintah )
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- Dalam kepustakaann Bahasa Belanda : "rechtsbesecherming can de burgers
tegen de overheid" ’
Dari terminologi bahasa asing di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum
terhadap rakyat yang dimaksudkan adalah perlindungan hukum terhadap rakyat yang
terkena dampak/akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang akan
dibahas dalam perlindungan hukum, adalah perlindungan yang sebagai obyek adalah
rakyat karena pemerintah sendiri sudah mendapatkan kekuasaan dari rakyat untuk
berbuat yang mengatur daerah/wilayah yang menjadi kewenangannya. Sedangkann
tuyjuan penegakan hukum adalah terciptanya pergaulan hidup yang damai, yang
tercermin dalam ketertiban hubungan antar pribadi dan ketentraman batin yang
individual sifatnya. Ketertiban merupakan syarat utama bagi terciptanya masyarakat
vang teratur. Sehingga peran pengusaha lebih cenderung untuk menekankan pada
terciptanya masyarakat yang taat terhadap peraturan yang dibuatnya.®
Namun dalam bahasa asing yang telah dijelaskan di atas, bahwa perlindungan
hukum yang dimaksudkan sebagai rakyat dalam bahasa Indonesia, juga menyangkut
hubungan pemerintah yang mempunyai otoritas dengan individu. Sehingga yang
terkait dengan itu tidak dipertanyakan statusnya rakyat yang bermakna jamak,

namuin juga menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah yang berakibat buruk

4 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Bina IImu, Surabaya, 1987, h.1

¥ Endang Sayekti, Fungsi Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja
Terhadap Hak Upah Minimum, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h.74
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kepada individu yang memerlukan perlindungan hukum. Salah satu pihak yang
terkena dampak dari peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam
kaitannya dengan hal ini adalah salah satu bagian dari rakyat yaitu pedagang kaki
lima secara langsung, konsumen pedagang kaki lima, dan warga di sekitar lokasi
usaha pedagang kaki lima khususnya dan warga kota Surabaya pada umumnya.
Masing-masing pihak baik dari pedagang kaki lima, warga sekitar lokasi usaha
maupun warga lain yang terkena dampak secara individu dapat diberikan
perlindungan hukum dimana mereka termasuk elemen dari rakyat tersebut.

Dalam hal melihat dan menganalisis perlindungan hukum bagi para pedagang
kaki lima tersebut diperlukan adanya suatu analisis dan perbandingan aturan-aturan
dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dimana tindakan-
tindakan pemerintah yang diadakan dalam rangka membuat kebijakan mengenai
pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima dapat sesuai dengan aturan dan
prinsip-prinsip yang sehingga kebijakan yang diambil dapat menjamah kepentingan

semua pihak.

3. Alasan Memilih Judul
Dengan adanya penertiban yang terjadi beberapa waktu yang lalu di wilayah
kota Surabaya menimbulkan suatu sensasi bagi masyarakat kota Surabaya berupa

pendapat pro dan kontra. Pendapat tersebut hadir berbeda dalam sisi dan pandangan

satu dengan lainnya. Salah satu pendapat dalam menanggapi penertiban pedagang
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kaki Iima ini adalah tempat usaha yang akan datang bagi pedagang kaki lima yang
tadinya lokasi usahanya telah dijadikan area larangan dan diawasi oleh Pemerintah
Kota Surabaya, sedangkan sebahian para pedagang kaki lima merupakan kelompok
masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dan pendapatan keluarganya
sebagai pedagang kaki lima.

Dengan adanya tindakan pemerintah yang telah dilakukan, tentunya akan
memberikan akibat hukum didalamnya. Dalam rangka tindakan pemerintah
khususnya penertiban pedagang kaki lima, tentu adanya aspek-aspek dan akibat-
akibat hukum dari tindakan dan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sendiri baik
dari berbagai sudut tinjauan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pemerintah
sebagai suatu lembaga yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerah
pemerintahan atau kekuasaannya tentunya dapat melakukan - tindakan-tindakan
hukum dalam rangka penertiban terutama khususnya pedagang kaki lima. Maka dar
itu, tindakan pemerintah diupayakan haruslah sesuai dengan asa dan norma hukum
yang ada sebagai pithak yang berkuasa dan pedagang kaki lima sebagai pihak yang
menjadi korban atas tindakan pemerintah seharusnyalah diberikan suatu perlindungan
hukum bagi tindakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak sesuai

dengan asas dan norma hukum yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :
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1. Memenuhi persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan
2. Memberikan sumbangan pikiran dan perkembangan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum administrasi pada hukumnya

Mendeskripsikan dan mensosialisasikan kewenangan atas pengaturan pedagang

(O8]

kaki lima, aspek-aspek hukum dan penanganan permasalahan yang ada di

dalamnya.

5. Manfaat Penulisan

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat membawa dampak
yang positif bagi masyarakat luas pada umumnya, dan pihak-pihak yang terkait
dengan permasalahan maupun konflik yang terjadi atas keberadaan pedagang kaki
lima membawa dampak bagi warga kota Surabaya yang tidak lepas dari hubungannya
dengan kaki lima pada khususnya. Ada banyak permasalahan yang akan muncul
dengan keberadaan pedagang kaki lima, dimana pada kenyataannya bahwa hal
tersebut begitu kompleks dan kasuistis. Namun penulisan ini mengungkapkan
beberapa aspek dan permasalahan sesuai dengan kewenangan dan hak dari masing-
masing pihak.
1. Bagi Pemerintah Daerah

Penulisan skripsi ini dapat banyak memberi suatu wacana permasalahan yang

ada atas kesewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan

perundang-undangan yang berlaku atas pengaturan pedagang kaki lima,
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dimana dengan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ada
memberikan dampak positif bagi ketertiban kota Surabaya.

Bagi Pedagang Kaki Lima

Penulisan skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan
akan eksistensi atau keberadaan pedagang kaki Ima baik dalam hal pengaturan
lokasi, izin usaha dan pelaksanaan kegiatan perekonomian berupa
perdagangan pada fasilitas atau tempat umum sehingga mempunyal suatu
kejelasan kewenangan dan aturan dari masing-masing pihak yang
berkepentingan dan berhak dalam menggunakan tempat atau fasilitas umum
yang dimaksudkan

Masyarakat umum

Penulisan ini memberikan suatu wacana dan wawasan dalam
rangkamengetahui hak dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pihak
dari pemerintahan daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum
sehingga dapat saling adanya hubungan yang baik antara pedagang kaki lima

dengan lingkungan di sekelilingnya.

6. Metodelogi Penelitian

a.

Pendekatan masalah

Pendekatan masalah digunakan untuk menguraikan dan menyelesaikan

masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode
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pendekatan yuridis normatif artinya meninjau, menelaah dan menganalisis
aspek-aspek hukum yang terkait pada permasalahan kewenangan pengaturan
tempat usaha bagi pedagang kaki lima, aspek dan akibat hukumnya dengan
melihat aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan hukum dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data

Perolehan data dalam penu_lisan skripsi ini dalam berbagai sumber, yaitu
sumber data primer dan sekunder.

Sumber data primer

Yaitu dimaksud sumber primer yaitu berasal dari ketentuan-ketentuan atau
aturan-aturan hukum yang berlaku terutama peraturan-peraturan mengenai
pengaturan bagi pedagang kaki lima

Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder yaitu berasal dari buku-buku,
literatur tulisan-tulisan, makalah-makalah seminar serta aturan-aturan hukum
yang ada berdasarkan pendapat para ahli.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Pengumpulan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi dilakukan
dengan cara-cara melihat ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukvm yang
terkait dengan permasalahan, melakukan pengamatan terkait dengan contoh-

contoh kasus yang pernah terjadi serta dengan cara studi perpustakaan.
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Kemudian dari data dan bahan yang diperlukan maka dilakukan pengolahan
data yaitu dengan cara membatasi data-data yang lebih cenderung terhadap
penyelesaian permasalahan dan dicocokkan serta dibandingkan dengan
pendapat para ahli sebagai pengamat baik dalam pemerintahan, sosial dan
hukum
d. Analisis data

Dalam menganalisis data digunakan tehnik deskriptif kualitatif yaitu
menganalisis permasalahan yang ada dengan dipecahkan sesuai dengan
kerangka teori, pendapat para ahli, pada tinjauan pustaka yang dikaitkan
dengan hasil penelitian, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah
sehingga menghasilkan jawaban yang diperlukan untuk dijadikan bahan untuk

penulisan yang akan diuraikan dan dijabarkan dalam skripsi ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini berisikan 4 ( empat ) bab yang akan menjelaskan dan menguraikan
permasalahan sampai pada penyelesaian masalah.
Bab I berbicara mengenai latar belakang tersebut munculnya penulisan skripsi serta
dari latar belakang dan perumusan masalah. Hal tersebut dimaksudkan karena
berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalaha yang akan

membatasi dan mengarahkan penulisan pada masalah yang akan dituju
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Bab II berbicara mengenai penegakan hukum dan kewenangan yang dilakukan dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan aturan dan yang
berlaku. Dalam bab ini dipaparkan kewenangan yang dimilik oleh Pemerintah Kota
yang diperoleh Peraturan Daerah untuk mengatur perkembangan pedagang kaki lima,
serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka
pelanggaran yang terjadi atas peraturan oleh pedagang kaki lima.

Bab 111 berbicara mengenai perlindungan hukum yang diperoleh oleh pedagang kaki
lima atas tindakan dan kebijakan dalam rangka penegakan hukum terhadap pedagang
kaki lima yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang telah
dibicarakan pada bab II.

Bab IV merupakan bab penutup yang akan memberikan kesimpulan pada
permasalahan dan penyelesaian serta memberikan saran-saran yang diperlukan pada

masa yang akan datang.



BAB II
SANKSI HUKUM TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA




BAB 11

SANKSI HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA

1. Pengaturan Usaha Pedagang Kaki Lima
1.1. Pengaturan Lokasi

Secara umum di dalam pasal 59 KUHD, dinyatakan bahwa bursa dagang
sebagai tempat pertemuan para pedagang diadakan atas kekuasaan atau kewenangan
Menteri Keuangan. Pasal ini memberikan kewenangan secara atribusi kepada
Kementrian/Departemen Keuangan untuk mengatur tempat usaha atau bursa dagang
dimana tempat pertemuan para pedagang kaki lima berlangsung melakukan usaha
yang diperdagangkan tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pasal 25 ayat ( 1 ) dinyatakan :
"Penggunaan untuk keperluan tertentu di luar sebagai jalan; dan penyalahgunaan
kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat mengganggu
keselamatan dan kelancaran lalu lintas hanya dapat dilakukan setelah memperoleh
izin", dan pada ayat ( 2 ) pasal tersebut menyatakan bahwa persyaratan dan tata cara
memperoleh izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, sehingga dalam
dua ayat tersebut hanya menyatakan bahwa pengaturan pedagang kaki lima melalui
prosedur izin yang masih diatur jelas menjadi kewenangan pejabat tertentu, namun

masih menanti pengaturan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

20
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Namun berbeda halnya dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana pasal 1 angka ( 6 ) disebutkan bahwa :
"kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya", yang
merupakan perpaduan tempat usaha yang mempunyai dungsi utama budi daya ( pasal
1 angka ( 8 ) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 ), dimana pada pasal 1 angka (5)
dinyatakan bahwa "wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geogafis beserta
segenap unsur terkait padanva yang batas dan sistem dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional”. Pengaturan atas penataan
ruan-seperti halnya disebutkan pada pasal 7 khususnya untuk penataan ruang suatu
kawasan pada daera tingkat II kota dan diatur pada ayat ( 2 ) : "Penataan ruang
didasarkan aspek administratif meliputi wilayah nasional, wilayah propinsi Daerah
Tingkat I, dan wilayah kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II", yang membawa
suatu dampak bahwa pengaturan akan penataan ruang diatur oleh masing-masing
kepala pada wilayah yang ada baik nasional, daerah tingkat I dan daerah tingkat II
dalam suatu koordinasi oleh seorang menterj yang ditunjuk pada pasal 28 ayat ( 1),
dimana wewenang tersebut diatribusikan kepada pemerintah atas dasar pasal 24 ayat
( 1) undang-undang tersebut.

Hal tersebut yang semakin menguatkan keberadaan Peraturan Daerah
Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 untuk dapat dilaksanakan,
dimana pengaturan yang berlangsung atas pedagang kaki lima dilarang untuk

digunakan tanpa adanya izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk yang
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termaklum dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah tersebut. Dalam rangka
pengaturan pedagang kaki lima tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan
prosedur izin sebagai langkah-Ingkah kebijaksanaan yang dilakukan.

Sebelum dikeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa izin usaha
pedagang kaki lima, maka terlebih dahulu Pemerintah Kota menetapkan lokasi-lokasi
usaha bagi pedagang kaki lima dimana apabila izin usaha dikeluarkan dijelaskan
lokasi pedagang tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun kewenangan
untuk menetapkan lokasi usaha sesuai dengan pasal 2 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, diatur oleh Walikota
Surabaya dengan mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan
sosial, ekonomi, ketertiban lingkungan di sekitar keadaan pasar. Dalam rangka
melaksanakan dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dipaparkan
tersebut, maka Walikota Surabaya sebelum menetapkan keputusan tentang
pengaturan bagi pedagang kaki lima, membentuk tim-tim kerja yang mempunyai
tugas secra berkala meneliti, mendata, melakukan pembenahan dan pembinaan
terhadap pedagang kaki lima yang nantinya laporan dari tim kerja tersebut akan
menjadi acuan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan oleh Walikota Surabaya
dalam melangkah berikutnya terutama dalam menetapkan lokasi usaha.

1.2. Pengaturan Izin Usaha

Pemerintah Kota Surabaya selain mempunyai kebijakan dan kewenangan

untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pedagang kaki lima yang menerima saran
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dan pertimbangan dari berbagai pihak yang tim-tim kerja yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Kota Surabaya sendiri maupun pihak-pithak lain yang peduli akan
penataan lokasi pedagang kaki lima dimana termasuk peran serta masyarakat, juga
mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan salah satu Keputusan Tata Usaha
Negara dalam bentuk izin seperti halnya yang dinyarakan dalam peraturan
perundang-undangan baik dalam pasal 25 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 dimana penggunaan jalan di luar fungsi jalan haruslah memperoleh izin dalam
hal jalan ataupun bagian jalan merupakan salah satu tempat atau fasilitas umum yang
penggunaannya untuk kalangan masyarakat umum dan dikelola pemerintah dalam
rangka penggunaan lalu lintas, yang sebelumnya juga telah diatur oleh pasal 2 ayat
(1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat [1 Surabaya Nomor 10 Tahun 1987,
kewenangann mengeluarkan izin secara atribusi dimiliki oleh Walikota Surabaya atau
pejabat-pejabat yang ditunjuk baik pelimpahan secara mandat maupun delegasi,
sesuai dengan pasal 1 huruf ( d ) Keputusan Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat
IT Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 tentang Ketentuan Untuk Memperoleh Izin
Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana izin
tersebut diberikan oleh Kepala Daerah pada lokasi yang telah dikatakan sebagaimana
yang telah dibahas pada sub bab I1.2.2 di1 atas

Pada pasal 3 Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Nomor 171 Tahun 1989 secara tegas melimpahkan wewenang yang merekat padanya

secara atribus: baik mengeluarkan atau memberikan maupun menandatangani izin
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tersebut kepada Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Daerah Tingkat
II Surabaya. Untuk memperoleh izin yang dimaksud maka pedagang kaki lima yang
ingin mendapatkn izin diharuskan memenuhi persyaratn formal yang sebagaimana
telah diungkapkan pada pasal 2 ayat ( 1 ). Sebagai suatu izin yang merupakan salah
satu bentuk dar1 Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) yang berbeda dengan
KTUN lainnya secara umum dengaii 1zin yang lainnya secara khusus, hal ini
dikarenakan izin bagi pedagang kaki lima mempunyai sifat-sifat, antara lain :

Bebas

Suatu pemberian 1zin sebagi suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkannya mempunyai suatu keterikatan dengan aturan dari hukum yang tertulis
dan tidak tertulis. Hal in1 ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana memberikan
suatu aturan yang harus dijalankan dalam mengeluarkan suatu keputusan yang berupa
izin bagi nedagang kaki lima

Keputusan yang menguntungkan

Pada dasarnya sebagai sifat umumnya yang dipunyai oleh semua izin yang
merupakan suatu keputusan yang menguntungkan. Izin sebagaimana sebelumnya
dinyatakan suatu dispenssasi dari larangan sehingga secara pemikiran bahwa
seseorang ingin mendapatkan i1zin dikarenakan larangan tersebut. Apabila kita
mendapatkan izin daripadanya akan membawa keuntungan baginya larangan tersebut

diperbolehkan.
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Keputusan vang mempunvai tenggang waktu

Izin yang dikeluarkan bagi pedagang kaki lima ini mempunyai jangka waktu dalam
keberlakuannya sesuai dengan pasal 6 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 jo. pasal 4 Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989 dimana paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkanrya, yang nantinya secara tegas
dituliskan pada surat izin yang bersangkutan.

Keputusan yang bersifat pribadi/kebendaan

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 5 ayat ( 3 ) Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 10 Tahun 1987 dimana izin dikeluarkan tidak

boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.

1.3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Usaha

Dalam menentukan pengaturan usaha bagi pedagang kaki lima, Pemerintah
perlu untuk mengambil langkah untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat
dalam mengambil sebuah keputusan/kebijakan. Seperti halnya telah dibahas di atas,
pengaturan usaha bagi pedagang kaki lima oleh Pemerintah Kota Surabaya terdiri
dari pengaturan lokasi dan pengaturan izin usaha bagi pedagang kaki lima, diperlukan
suatu peran serta masyarakat dalam kedua pengaturan guna menampung pendapat
masyarakat, mencari jalan yang terbaik dalam pengaturan sehingga tidak terjadi

kekacauan/ketidakseimbangan dalam masyarakat, dan dalam rangka sosialisasi
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pengaturan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak
langsung dari pengaturan tersebut.

Pemerintah kota dalam hal ini Walikota Surabaya sebagai pejabat yang
memutuskan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, terlebih dahulu seharusnya
memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat yang ditentukan/direncanakan
untuk berperan serta jika daerah tersebut layak ataupun kurang layak untuk menjadi
lokasi usaha bagi pedagang kaki lima. Adakalanya suatu daerah apabila dijadikan
lokasi akan merusak tatanan ketertiban, keamanan dan kebersihan, contoh : lalu lintas
jalan akan macet, semakin ramai suatu daerah maka banyak juga masalah terutama
kriminalitas, merusak hubungan antar tetangga/warga di daerah tersebut. Salah satu
cara keadaannya dikhawatirkan merusak ketentraman daerah tersebut. Salah satu cara
Walikota untuk mengetahui data lapangan sebelum mengambil keputusan tentang
lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, dilakukan dengan membentuk tim Penelitian
dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Daerah Tingkat Il Surabaya dimana
juga selain mengambil data lapangan dan juga daya yang dari masyarakat tentang
lokasi yang layak. Dalam pelaksanaan pengaturan pedagang kaki lima, Walikota
Surabaya juga memberikan instruksi kepada aparat pemerintahan dibawahnya untuk
memantau keadaan di daerah pemerintahannya masing-masing, terutama kepada Para
Pembantu Walikota dan Camat di seluruh wilayah Kota Surabaya untuk memberikan
pertimbangan-pertimbangan dalam penataan pedagang kaki lima di wilayah masing-

masing ( Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16




27

Tahun 1988 ). Dari sinilah para pembantu walikota dan camat di wilayah Surabaya
meneliti dan memberikan masyarakat berperan serta dalam proses penataan lokasi
pedagang kaki lima.

Begitu juga halnya dengan penerbitan izin usaha bagi pedagang kaki lima,
dimana proses pengajuan izin usaha pedagang kaki lima berawal dari kantor
kelurahan. Dengan surat pengantar dari kantor kelurahan, maka diteruskan kepada
kantor kecamatan guna mendapatkan pemberitahuan dan penandatanganan oleh
Camat sebelum diajukan pada Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya.
Pada tahapan pengajuan izin tingkat kelurahan dan kecamatan tersebut, seharusnya
dapat diikutkan peran serta masyarakat pada wilayah kelurahan atau kecamatan
tersebut dalam hal antara lain jumlah pedagang kaki lima yang diberikan izin, jenis
barang yang diperdagangkan dan orang yang mengajukannya. Apabila dirasakan
masyarakat menilai permohonan izin tersebut tidak layak, maka kantor kelurahan
tidak mengeluarkan surat pengantar ataupun kantor kecamatan tidak menandatangani
permohonan 1zin tersebut maka akibatnya Bagian Perekonomian pada Sekretariat
Kota Surabaya tidak akan menerbitkan 1zin yang bersangkutan dikarenakan tidak
memenuhi syarat-syarat formil sesuai dengan pasal 2 Keputusan Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989.

Setelah diterbitkan i1zin usaha, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan

dalam rangka menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan lokasi wilayah tersebut.
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Izin dapat dicabut sesuai dengan pasal 4 ayat ( 3 ) Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 181 Tahun 1989, yaitu :

a) Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin

b) Lokasi/tempat usahanya tidak lagi dinyatakan sebagai tempat usaha pedagang

kaki lima

c) Pemegang izin melanggar ketentuan perundangan yang berlaku
Hal tersebut di atas dapat efektif apabila adanya peran serta masyarakat yang
maksimal karena kurangnya pengawasan secara langsung terhadap praktek
perdagangan pedagang kaki lima. Masyarakat dapat mengajukan hal-hal yang terjadi
pada lokasi usaha pedagang kaki lima kepada aparat pemerintahan setempat pada

tingkatan kelurahan/kecamatan.

2. Penertiban Pedagang Kaki Lima
2.1. Penertiban Sebagai Salah Satu Sanksi
Suatu norma dalam suatu perturan tentnya tidak dapat dianggp oleh

masyarakat ada ketika hal tersebut mendapatkan suatu akibat secara nyata berupa
sanksi. Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukumnya "Efektivikasi Hukum dan
Peranan Sanksi", dikatakannya :

"Salah satu upaya yang biasanya dilakukan aga supaya warga masyarakat

mematuhi kaidah-kaidah hukum dengan mencantumkan sanksi-sanksi. Sanksi-

sanksi tersebut mungkin negatif, yang maksudnya adalah menimbulkan
rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan yang terpuji"’
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Dengan demikian, tampaknya sanksi sebagai salah satu sarana penting untuk

mengusahakan agar hukum menjadi efektif. Adanya sanksi merupakan upaya untuk

merangsang terwujudnya perilaku warga terwujudnya perilaku warga yang taat pada

kaidah hukum. Dalam kaitannya dengan perizinan, maka suatu tindakan yang

melanggar norma yang telah diatur akan mendapatkan sanksi administrasi bersifat

khas, antara lain :

a.  Bestuursdwang ( paksaan pemerintahan );

b.  Penarikan kembali keputusan ( ketetapan ) yang menguntungkan ( izin,
pembayaran, subsidi );

c.  Pengenaan denda administratif;

d.  Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom ).

Bestuursdwang (paksaan pemerintah) dapat diuraikan sebagai tindakan yang
nyata (feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang
dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang
seharusnya ditinggikan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang’.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah

dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dilarang memakai fasilitas atau tempat-

! Soerjono Soekanto, Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Remadja Karya, Bandung,
1983, h.2

? Philipus M. Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah ada University
Press, 1993, h. 245

3 Ibid, h. 246
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tempat umum di luar fungsi yang telah diatur kecuali jika telah mendapatkan izin dari
pthak yang berwenang. Namun penertiban dilakukan karena terjadi adanya
pelanggaran peraturan perundang-undangan sehingga diadakannya tindakan tegas
secara pemerintahan untuk mengatur pedagang kaki lima. Dapat dikatakan bahwa
penertiban termasuk salah satu bentuk dari bestuursdwang ( paksaan pemerintah ),
dengan demikian pengadaan penertiban bagi pedagang kaki lima bertujuan untuk
mengakhiri adanya pedagang kaki lima yang telah melanggar peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tentunya sanksi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai
dengan prosedur dan peraturan yang mengatur akan hal-hal tersebut dan biasanya
akan ada pemberitahuan mengenai adanya pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang
akan diadakan terhadap pelanggar peraturan tersebut sehingga adanya suatu
pemberitahuan akan pelanggaran yang telah dibuatnya.

Adapun sanksi administrasi lainnya diantaranya yaitu penarikan kembali
keputusan yang menguntungkan, diantaranya subsidi, pembayaran dan izin
diberlakukan oleh pemerintah dimana dilihat pada kemudian hari dirasakan bahwa
terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku oleh pedagang
kaki lima ataupun keputusan tersebut tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi
pada saat ini. Hal ini merupakan kewenangan pemerintah dalam tangka pengaturan
wilayahnya jika hal tersebut merugikan kepentingan masyarakat dan lingkungan
daerahnya tersebut. Pengenaan denda administratif dilakukan apabila pelanggaran

yang dibuat oleh pelanggar tersebut dirasakan dapat ditanggulangi dengan penarikan
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denda sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Besar dan
kesalahan untuk pengenaan denda diatur oleh pengatur yang berlaku. Dan dalam
perkembangannya berkaitannya bestuursdwang, pemerintah dapat mengenakan uang
paksa pada yang berkepentingan sebagai suatu pengganti dan menghindari adanya
bestuursdwang yang dianggap sangat merugikan pedagang kaki lima. Penarikan uang
paksa diadakan setiap hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki
lima.

Dalam mengendalikan pedagang kaki lima di kota Surabaya, Pemerintah Kota
Surabaya dalam hal in1 Walikota diberikan wewenang melalui peraturan daerah
melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dengan
mengadakan prosedur izin. Maka Walikota sebagai pejabat yang mempunyai
kewenangan tersebut dapa menerapkan sanksi-sanksi administrasi yang telah
disebutkan pada sub I1.2.1 sebelumnya guna memberi tindakan-tindakan tegas atas
pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima yang akibatnya dapat inengganggu
keadaan lingkungan sekitarnya. Sebagai pihak yang berwenang dan mewakili
masyarakat untuk mengatur dan memberikan pembinaan agar lebih baiknya pedagang
kaki lima dari segala aspek dan diterima serta dirasakan keberadaannya ditengah-
tengah masyarakat.

Dalam keadaan yang sudah menjamurnya pedagang kaki lima terutama

dengan banyak pedagang kaki lima yang melanggar peraturan dan mengganggu

lingkungan dan masyarakat sekitarnya, biasanya digunakan cara-cara represif yang
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dilakukan oleh Pemerintah Kota yang merupakan salah satu sanksi administratif yaitu
paksaan pemerintah (bestuursdwang). Dalam pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya Nomor 10 Tahun 1987, menyatakan suatu
norma larangan atas kegiatan pedagang kaki lima yang kemudian adanya suatu
dispensasi dengan diterbitkannya izin. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Kota
Surabaya melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tidak sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota baik dalam penetapan
lokasi/tempat usaha maupun izin usaha bagi pedagang kaki lima. Maka dari itu,
Pemerintah Kota dirasakan perlu mengadakan penertiban bagi pedagang kaki lima
yang tidak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota
karena suatu tugas dan wewenang.

Adapun keuntungan dan keefektifan dilakukannya tindakan paksaan
pemerintah ( bestuursdwang ) berupa penertiban pedagang kaki lima sebagai suatu
cara pelaksanaan sanksi administratif, antara lain :

1. Mengurangi jumlah pedagang kaki lima secara lebih cepat yang dirasakan
pertumbuhan pedagang kaki lima dirasakan sangat berlebihan sehingga
meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi/tempat usaha pedagang
kaki lima

2. Mengadakan upaya pembersihan secara fisik keadaan lokasi atau tempat
usaha pedagang kaki lima yang sering kali tidak mengindahkan kebersihan

lingkungan dan bahkan membuat stan atau kios pedagang kaki lima yang
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bersifat kios kayu, semi permanen dan permanen, sedangkan dalam aturannya
sendiri, pedagang kaki lima pada tempat atau fasilitas umum hanya bersifat
sementara dengan memakai rombong.

Menjadikan suasana lalu lintas di kota Surabaya menjadi lebih lancar
terutama pada lokasi/tempat usaha yang para pedagang kaki lima hingga
menempati jalan yang dipergunakan untuk kendaraan bermotor, sehingga
mengganggu jalannya kendaraan bermotor yang mengakibatkan macetnya lalu
lintas jalan di beberapa daerah kota Surabaya.

Membuat suatu pemikiran atau preseden yang muncul dalam masyarakat kota
Surabaya sebagai suatu keseriusan oleh pemerintah mengatur dan
memperbaiki pengaturan dan penempatan pedagang kaki kaki lima yang
tertib. Tindakan tersebut secara nyata dan jelas menunjukkan suatu dari
kinerja pemerintah dalam rangka menanggulangi permasalahan pedagang

kaki lima.

Di lain pihak, penertiban mempunyai kekurangan dibandingkan dengan sanksi-sanksi

administratif di atas, antara lain :

1.

Tindakan penertiban denda terhadap pedagang kaki lima, dana yang
dikeluarkan Pemerintah Kota Surabaya lebih besar sedangkan dana yang akan
masuk lebih kecil. Sanksi administratif lainnya yang relatif lebih mudah dan

murah dalam pelaksanaannya di lapangan..




34

2. Kemungkinan adanya suatu konflik langsung di lapangan antara petugas
penertiban ( dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja )
dengan pedagang kaki lima yang tidak ingin adanya penertiban.

3. Dengan adanya penertiban mengakibatkannya semakin kecilnya kesempatan
kerja bagi sebagian warga kota Surabaya, khususnya yang selama ini
menguntungkan hidupnya pada usaha pedagang kaki lima. Dengan
mengurangi lapangan kerja dapat meningkatkan angka pengangguran.

4. Kemungkinan untuk terjadi tuntutan baik pidana maupun perdata dari pihak-
pihak yang merasakan kerugian diakibatkan tindakan penertiban tersebut

sangatlah besar.

2.2. Penertiban Atas Partisipasi Masyarakat

Dalam mempelajari hukum administrasi tentunya tidak lepas dari elemen-
elemen atau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, baik yang memutuskannya, vang
mempengaruhi  keputusan maupun yang mendapatkan akibat dari hukum
administrasi. Berdasarkan fungsi pembinaan dan pengayoman, antara masyarakat dan
pemerintah mempunyai hubungan yang sangat erat kaitannya dalam hukum

administrasi.

! pembinaan i

Pemerintah P Masyarakat/Rakyat
T pengayoman

partisipasi



Di dalam bagan tersebut di atas dalam strukturnya sebagai masyarakat, masyarakat
mempunyai fungsi dalam kebijakan, perbuatan dan keputusan pemerintah yang
diambil dimana masyarakat memberikan partisipasi di dalamnya. Dalam
melaksanakan partisipasi oleh masyarakat tersebut, dalam berbagai aturan dan kasus
tertentu yang ditetapkan prosedurnya secara tertulis oleh pemerintah dalam rangka
mengambil pendapat dari masyarakat agar keputusan yang diambil oleh pemerintah
tersebut dapat diterima dengan baik dan cepat oleh masyarakat. Hal ini terkait juga
dengan penerimaan dan sosialisasi keputusan, peraturan dan kebijakan pemerintah
yang berkaitan dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pedagang kaki lima tentunya
sangat dibutuhkan partisipasi ‘masyarakat karena pemasalahan pedagang kaki lima
khususnya penetapan lokasi atau tempat dan izin usaha bagi pedagang kaki lima.
Dalam rangka tersebut pemerintah perlu adanya suatu perbuatan aktif yang
dipandang untuk mengumpulkan data-data dari masyarakat sebagai suatu partisipasi
masyarakat. Untuk Pemerintah Kota Surabaya sendiri pernah membuat tim-tim kerja
yang ditugaskan untuk mengadakan penelitian dan terjun langsung ke dalam
masyarakat antara lain :

1. Tim Penelitian dan Pendataan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Daerah

Tingkat II Surabaya ( Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Surabaya Nomor 129 Tahun 1986 )




36

2. Tim Pembenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ( Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 135 Tahun 1988, Nomor 168 Tahun 1989, Nomor 147
Tahun 1990 )

Dengan adanya tim-tim kerja tersebut, Walikota yang mempunyai
kewenangan untuk mengatur tempat/lokasi dan izin usaha bagi pedagang kaki lima
dapat mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut sesuai dengan
kenyataan dan kebutuhan yang ada di lapangan atau masyarakat. Adanya partisipasi
masyarakat dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat tata
usaha negara sejauh hanya mengajukan permohonan dan pertimbangan yang
diberikan/disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Daerah
atau Walikota yang kemudian dipertimbangkan baik diterimanya maupun ditolaknya
permohonan tersebut, serta tidak berwenang untuk mengadakan sanksi-sanksi
administratif secara sepihak meskipun terjadi pelanggaran terhadap pedagang kaki
lima. Dengan kata lain, pejabat tata usaha bebas untuk memutuskan tentang
pengaturan maupun sanksi-sanksi bagi pedagang kaki lima dan masyarakat
diharapkan memberikan saran dan peran serta dalam rangka mempengaruhi dan
sosialisasi agar keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan di dalam

masyarakat.




BAB III
UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN
TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA



BAB II1

UPAYA HUKUM ATAS PENEGAKAN TERHADAP
PEDAGANG KAKI LIMA

Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengatur dan menegakkan yang
berada dalam wilayah pemerintahannya sesuai dengn peraturan perundang-undangan
yang memberikan wewenang kepadanya. Namun, tidak semua tindakan pemerintah
daerah mendapatkan reaksi yang positif, baik dari pihak yang terkena secara langsung
ataupun tidak langsung dampaknya terasa buruk oleh masyarakat sehingga terjadinya
kerugian hak dan materiil. Maka dari 1tu, untuk menghindari ketugian dari tindakan-
tindakan pemerintah dalam mengantur dan menegakkan peraturan perundang-
undangan, perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang selain daripada
pemerintah yang terkena dampaknya, yakni masyarakat atau rakyat.

Dalam rangka memberikan sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang
terkena dampak/akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau
kebijakan pemerintahan, ada dua sarana melakukan perlindungan hukum yaitu
dengan sarana perlindungan preventif dan saran represif. Sarana perlindungan hukum
secara preventif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sebelum terjadinya
atau dalam tahapan rencana/persiapan pelaksanaan kebijakan/tindakan yang akan
diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun salah satu cara yang umum dan

banyak dilakukan sarana perlindungan hukum secara preventif oleh
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masyarakat/rakyat yaitu keberatan (inspraak). Sarana perlindungan hukum secara
represif, adalah sarana yang diberikan dan dilaksanakan sesudah terjadi dan terkena
dampak dari tindakan atau kebijakan pemerintah tersebut oleh masyarakat/rakyat. Di
Indonesia sendiri lebih banyak mengatur cara-cara yang memakai saran perlindungan
hukum secara represif, karena saran ini dipandang ampuh dan menuju pada kepastian
hukum dan yang lebih tinggi atau yang mempunyai kewenangan untuk
menilai/menghakimi tindakan pemerintah yang bersangkutan. Adapun sarana-sarana
perlindungan hukum bagi rakyat secara represif telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986, baik itu memakai cara upaya administrasi maupun memakai
cara pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan
tingkat pertama.

Khususnya untuk saran perlindungan represif, pada negara-negara yang
memakai "common law system" memakai satu jalur pengadilan saja yaitu peradilan
umum, dan pada negara-negara yang memakai "civil law system" memakai dua jalur
pengadilan yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi (peradilan tata usaha

negara).

1. Aspek Hukum Perdata
Dalam rangka pengaturan bagi pedagang kaki lima yang berkaita dengan
aspek-aspek hukum perdata dalam hal kepentingan-kepentingan privar yang perlu

adanya perlindungan hukum dari tindakan dan kebijakan pemerintah. Aturan yang
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berkaitan dengan hal penertiban pedagang kaki lima ialah terdapat pada pasal 1365
BW yang menyarakan : "Tiap perbuatan melanggar huku, yang melakukan kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian
itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal 1365 BW tersebut, mempunyai elemen
sebagai berikut :

(1). Perbuatan itu harus melanggar hukum (onrechtmatig);

(2). Perbuatan 1tu harus menimbulkan kerugian;

(3). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;

(4). Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus adanya hubungan kausal. :
Salah satu saja unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat
dikatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum.

Sebelum tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda (Hoog Raad) merumuskan
perbuatan melanggar hukum itu sebagai "suatu perbuatan yang melanggar hak orang
lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan hukumnya sendiri”. Dalam rumusan
dari Mahkamah Agung Belanda tersebut yang menjadi pedoman pertimbangan hak
dan kewajiban berdasarkan undang-undang (wet). Dengan kata lain, perbuatan itu
harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya
sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Pada waktu itu penafsiran yang

berkembang melanggar hukum (onrechtmatig) sama atau diidentikkan dengan

! Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993,

h. 252
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melanggar undang-undang (onrechtmatig). Hal ini menyempitkan pengertian hukum
yang pengertiannya sendiri lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Pada
putusan 31 Januari 1919, memberikan penafsiran yang lebih luas tentang perbuatan
melanggar hukum, yaitu :
"berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan
dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan
dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana Eatutnya dan lalu lintas
masyarakat, terhadap diri atau barang-barang orang lain"*
Dalam rumusan di atas, ternyata unsur kesusilaan telah dimasukkan ke dalam
lapangan hukum, sehingga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau
kesopanan dapat juga diberantas dengan jalan hukum berdasarkan perbuatan
melanggar hukum.

Kerugian dapat bersifat baik kerugian material ataupun kerugian immaterial.
Ukuran yang dipakai dalam mengukur kerugian maupun ganti kerugian adalah uang
kesalahan dalam pengertian hukum perdata, mengandung semua tingkat atau proses
dari kesalahan dalam arti "sengaja" sampai pada kesalahan dalam arti "tidak sengaja”
(lalat). Seseorang itu dikatakan bersalah dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan
atau tidak melakukan suatu perbuatan yang khususnya dihindarkan. Karena adanya
suatu perbuatan, serta perbuatan tersebut adalah suatu kesalahan dan menimbulkan

kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada

perbuatan, maka tidak ada akibat kerugian. Adanya hubungan karena adanya suatu

2 Ibid, h. 255
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perbuatan dengan akibat perbuatan yaitu kerugian sehingga adanya suatu hubungan
kausal antara dua hal tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas, pasal 1365 BW tersebut dapat menjadi pasal
yang diambil dalam rangka perbuatan pemerintah atau penguasa dalam
melaksanakan peraturan daerah baik dalam tindakan langsung dengan masyarakat
berupa penelitian atau tindakan pemerintah lainnya, secara fisik atau tindakan
pemerintah yang berupa dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan/keputusan
pemerintah yang bersifat umum dalam rangka kesemuanya itu merupakan tindakan
sewenang-wenang dari pemerintah.

Tindakan penertiban yang terjadi di lapangan dapat saja memungkinkan di
luar prosedur yang telah diatur sebelumnya. Dengan dilakukannya penertiban oleh
aparat pemerintah kota akan dapat terjadi kontak fisik-maupun tindakan-tindakan
yang menghancurkan atau memusnahkan barang-barang yang menjadi fasilitas
dagangannya maupun barang yang diperdagangkan. Tindakan penertiban pada
dasarnya hanya suatu tindakan yang mengakhiri suatu perbuatan melanggar aturan
dan bukan melakukan tindakan yang menghancurkan atau memusnahkan sehingga
pedagang kaki lima tersebut mengalami kerugian secara material dengan hancur atau
musnahnya dan bahkan tersitanya barang dagangannya atau fasilitas yang mendukung
hal tersebut.

Di satu sisi juga keputusan oleh pejabat tata usaha negara dalam hal ini

Pemerintah Kota Surabaya yang bukan merupakan keputusan tata usaha negara
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karena sifat-sifatnya yang tidak termasuk syarat keputusan tata usaha negara terutama
keputusan tersebut bersifat umum dan tidak final. Tentunya dengan kehadiran
pedagang kaki lima yang lokasinya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya
membawa kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa gangguan yang diakibatkan oleh
pedagang kaki lima, diantaranya keributan, resiko kemacetan jalan, kebersihan yang
kurang terjaga dan merngurangi keindahan sepanjang fasilitas umum dengan
kehadirannya dengan pedagang kaki lima. Kerugian-kerugian tersebut adalah ak_ibat
dari dikeluarkannya keputusan pemerintah kota sehingga menjadi tanggung jawab
pemerintah kota dalam mengatasinya.

Untuk menetapkan suatu daerah tersebut menjadi lokasi usaha bagi pedagang
kaki lima diperlukannya adanya suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah yang
tertuang dan masuk dalam susunan struktur hierarkis peraturan perundang-undangan
di Indonesia khususnya pada daerah tersebut. Sebagaimana yang telah
dibicarakan pada sebelumnya bahwa pengaturan lokasi/tempat usaha menurut pasal 2
ayat ( 3 ) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun
1987 memberikan kewenangan untuk menetapkan tempat/lokasi dari fasilitas umum
yang dapat digunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Peraturan perundang-undangan yang menuangkan penetapan lokasi/tempat
usaha pedagang kaki lima merupakan penetapan yang pengaturannya bersifat umum,
sehingga pasal 2 huruf ( b ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menolak peraturan

yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut ( dalam hal in1 Walikota )
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untuk diterima menjadi kasus yang ditangani dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara. Penetapan lokasi atau tempat usaha tidaklah memenuhi elemen yang
dijelaskan sebagaimana di atas karena tidak bersifat individual melainkan bersifat
umum untuk setiap pedagang kaki lima yang ingin melakukan dan sedang melakukan
kegiatan usahanya ditempat yang bersangkutan.

Sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bukan merupakan
keputusan tata usaha negara ( KTUN ), dikarenakan suatu tindakan pemerintah yang
bersifat umum, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan
gugatan kepada Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya sebagai
badan peradilan pada tingkat pertama dalam kasus gugatan perdata dengan menunjuk
pada pasal 1365 BW. Hal ini dikarenakan adalah suatu tindakan sewenang-wenang
dari pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dan kebijakan sebagai suatu
perbuatan pemerintah yang dapat merugikan pihak-pithak yang dirugikan akibat
dikeluarkannya peraturan tentang lokasi usaha tersebut. Dalam hal ini, pihak yang
merasa dirugikan dengan pengaturan lokasi pedagang kaki lima tidak hanya dari segi
strategisnya lokasi usaha untuk bidang usaha yang ditawarkan pada masyarakat,
maupun dari pihak masyarakat sendiri yang juga menjaga ketertiban, kebersihan dan
keamanan wilayah tempat tinggalnya ataupun yang menjadikan aktifitas umum
terganggu.

Penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mengatur dan

menertibkan keberadaan pedagang kaki lima yang dinilai sudah mengganggu dan
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meresahkan masyarakat kota Surabaya. Tindakan ini didasari atas pasal 2 ayat ( 1)
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987,
dimana aturan larangan bagi pedagang kaki lima kecuali jika pedagang kaki lima
yang bersangkutan telah mendapatkan izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau
Pejabat yang ditunjuk ( menurut pasal 3 ayat ( 1 ) Keputusan Walikotamadya Kepala
Daerak Tingkat Il Surabaya Nomor 107 Tahun 1989 wewenang tersebut dimandatkan
Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya ). Pedagang kaki lima
yang tidak memiliki izin dan tidak menempati lokasi yang diatur telah melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sehingga diperlukan tindakan
tegas yang menjadi permasalahan publik selama ini. Penertiban sebagai suatu bentuk
paksaan pemerintah ( bestuursdwang ) tentunya membawa dampak pro dan kontra
yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaannya, bahkan terjadi konflik fisik

Seperti telah dijelaskan dalam sub bab I1.2.1, suatu penertiban terhadap
pedagang kaki lima merupakan salah satu sanksi dari macam-macam sanksi
administrasi yang termasuk dalam paksaan pemerintah ( bestuursdwang ).
Pelaksanaan penertiban yang merupakan pelaksanaan dari pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 menjadi
kewenangan Walikota Surabaya dalam mengatur dan memerintahkan adanya suatu
penertiban tersebut. Adanya suatu penertiban bagi pedagang kaki lima tentunya
mempunyai suatu ketetapan tertulis berupa instruksi Walikota Surabaya untuk

mengadakan penertiban pada daerah-daerah yang dirasakan meresahkan masyarkat
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kota Surabaya akan kehadiran pedagang kaki lima melalui aparat pemerintah kota
dalam hal ini yang diturunkan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Instruksi tersebut jika
ditelaah dan dibandingkan dengan syarat-syarat keputusan tersebut termasuk dalam
keputusan tata usaha negara ( KTUN ) yang tercantum dalam pasal 1 ayat ( 3 )
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana Instruksi Walikota tentang penertiban
bagi pedagang kaki lima pada daerah-daerah tertentu bersifat umum (bukan
individual) karena dalam penetapan tersebut tidak tercantum nama individu yang
terkena penertiban tersebut, melainkan hanya mencantumkan daerah-daerah/wilayah-
wilayah di kota Surabaya yang terkena penertiban dari aparat pemerintah kota.
Apabila ada pihak terutama pedagang kaki lima yang merasa dirugikan dengan
adanya instruksi dari Walikota tersebut, maka gugatan atas dikeluarkannya instruksi
tersebut diajukan kepada Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri-) dengan menggugat
pihak yang membuat instruksi tersebut dalam hal in1 Walikota.

Tindakan pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima yang berupa
tindakan-tindakan represif berupa pembongkaran, penyitaan miiik pedagang kaki
lima dapat merugikan pedagang kaki lima secara pribadi. Kerugian tersebut
dikarenakan bahwa barang pribadi tersebut milik pedagang yang bersangkutan
dengan mempunyai nilai materiil tersebut dari pihak pedagang kaki lima. Sebagai
pihak yang telah dirugikan, pedagang kaki lima dapat menggugat tindakan
pemerintah kota Surabaya dalam hal ini menginstruksikan diadakannya penertiban

pedagang kaki lima ( oleh Walikota Surabaya ), karena tindakan yang sewenang-
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wenang sehingga merugikan pedagang kaki lima seperti halnya pada sub bab I11.2.2,
pedagang kaki dapat menggugat pemerintah Kota Surabaya terhadap perbuatan
melanggar hukum dan membawa kerugian sebagaimana yang dinyatakan pada pasal
1365 BW. Gugatan tersebut yang bersifat perdata diberikan kepada Peradilan Umum
( pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya ) sebagai badan peradilan
yang mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut dengan menggungat
Walikota Surabaya sebagai pejabat tata usaha negara yang menginstruksikan
diadakannya penertiban tersebut dan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai

badan yang melaksanakan penertiban tersebut di lapangan.

2. Aspek Hukum Administrasi

Pengaturan pedagang kaki lima sangat erat kaitannya dengan aspek-aspek
hukum administrasi. Pengaturan bagi pedagang kaki lima menjadi kewenangan bagi
pemerintah kota dalam hal ini Walikota dengan memakai cara atau prosedur
perizinan untuk mengendalikan pertumbuhan kuantitas dan pemerataan kaki lima
sesuai dengan ketersediaan lokasi dan ruang yang diperuntukkan dan layak di kota
Surabaya. Izin usaha yang dikeluarkan haruslah sesuai dengan lokasi yang telah
ditetapkan sebelumnya melalui keputusan Walikota, yang telah terlebih dahulu
diadakan suatu penelitian oleh tim yang ditunjuk oleh Walikota.

Langkah awal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya merupakan

penetapan lokasi atau tempat usaha pedagang kaki lima melalui keputusan Walikota
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untuk menetapkan lokasi-lokasi atau tempat-tempat usaha bagi pedagang kaki lima,
Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka meneliti dan mengumpulkan opini dan data
dari masyarakat dan keadaan nyata yang ada di dalam masyarakat di wilayah kota
Surabaya. Keputusan Walikota yang dimaksud bukanlah suatu yang final dan
individual. Keputusan akhir yang menentukan bahwa seorang pedagang kaki lima.
Keputusan Walikota mengenai lokasi atau tempat usaha bagi pedagang kaki lima
tidak menunjukkan kepada individu atau orang tertentu, melainkan bersifat
pengaturan secara umum bagi setiap pedagang kaki lima yang memohon izin usaha
pedagang kaki lima, i1zin usaha dapat dikeluarkan apabila lokasi/tempat yang
dimohonkan termasuk dalam lokasi/tempat usaha pedagang kaki lima yang telah
ditetapkan sebelumnya oleh Walikota.

Seperti telah dijelaskan dalam bab I, 1zin merupakan salah satu keputusan tata
usaha negara yang dipakai pemerintah untuk mengendalikan kuantitas pedagang kaki
lima. Dengan dikeluarkannya izin adalah suatu kebijakan dan kewenangan dari
pemerintah, namun juga melihat asas-asas pemerintahan yang baik sehingga setiap
orang yang mengajukan izin diberlakukan sélna. Pengajuan izin oleh pedagang kaki
lima haruslah dengan cepat dan mudah diproses oleh pemerintah kota dalam jangka
waktu 4 ( en.pat ) bulan sesuai dengan pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986, dan apabila terjadi keputusan penolakan, pedagang kaki lima yang
mengajukan izin tersebut ( baik berdasarkan Undang-undang maupun secara

langsung ada keputusan yang nyata ) dapat niengajukan upaya hukum.
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Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab I dan II yang menjelaskan bahwa
izin usaha bagi pedagang kaki lima sesuai dengan elemen-elemen yang terdapat pada
izin tersebut dibandingkan dengan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1986 termasuk salah satu izin yang masuk salah satu bentuk dari sebuah keputusan
tata usaha negara ( KTUN ). Sejak tahun 1986 dengan diundangkannya Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraciian Tata Usaha Negara sebagai peradilan
yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kasus-kasus yang berkenaan dengan
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ( KTUN ) oleh pejabat tata usaha negara
yang sesuai dengan pasal 1 ayat ( 3 ) Undang-undang tersebut.

Pengajuan kasus yang berkenaan dengan izin usaha dilakukan oleh pedagang
kaki lima sebagai penggugat dalam upaya hukum dimana pemerintah sebagai pihak
yang berwenang mengeluarkan izin usaha tersebut ternyata tidak mengeluarkan izin
usaha tersebut. Meskipun dalam peraturan daerah tidaklah dinyatakan jangka waktu
yang menjadi jangka waktu maksiman dikeluarkannya suatu izin usaha, maka kita
dapat melihat aturan umum yang terdapat pada pasal 3 ayat ( 3 ) Undang-undang
Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa jangka waktu yang diberikan
selama 4 ( empat ) bulan sejak diterimanya permohonan usaha. Keputusan tata usaha
negara tersebut berupa penolakan terhadap permohonan, dengan demikian keputusan
tata usaha negara tentang penolakan permohonan izin usaha tersebut jika bagi
pemohon semua persyaratan dan aturan yang ada dilaksanakan. Maka dari itu,

pemohon dalam hal ini pedagang kaki lima dapat mengajukan gugatan atas keputusan
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tata usaha negara yang dikeluarkan atas permohonan izin usaha kepa Kepala Bagian
pada Sekretariat Kota Surabaya sebagai pejabat yang diberikan wewenang sesuai
dengan pasal 3 ayat ( 1 ) Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il
Surabaya Nomor 171 Tahun 1989, serta kepada Walikota Surabaya sebagai pejabat
yang mempunyai wewenang secara atribusi oleh pasal 2 Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 T2hun 1987.

Di lain pihak, pihak lain dapat menggugat melalui prosedur Peradilan Tata
Usaha Negara dalam hal ini adalah warga masyarakat yang merasa keberatan atas
dikeluarkannya izin usaha tersebut oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan 1zin
tersebut dalam hal ini Walikota. Pengajuan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha
Negara dilakukan karena telah disahkan atau dikeluarkannya KTUN tentang izin
tersebut. Dalam hal ini, pedagang kaki lima sebagai pihak yang telah mendapatkan
izin usaha tersebut demi kepentingannya mempertahankan izin usaha yang telah
didapatkannya dari Pemerintah Kota Surabaya. Pedagang kaki lima dapat
mengajukan diri 1kut serta sebagai pihak intervenien yang membela pemerintah
daerah kota Surabaya sebagai tergugat di dalam sidang Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Seperti telah dibahas pada sub bab I.13, melalui peran serta masyarakat juga
izin yang telah dikeluarkan dapat dicabut apabila pedagang kaki lima telah termasuka
di dalam yang telah disyaratkan dalam pasal 4 ayat ( 3 ) Keputusan Walikotamadya

Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 171 Tahun 1989. Pedagang kaki lima
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dalam lokasi usaha pedagang kaki lima, apabila mengganggu ketertiban, kebersihan
dan keamanan wilayah tersebut melalui peran serta masyarakat, izin pedagang kaki
lima tersebut dapat dicabut oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pejabat penerbit

izin yaitu Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Surabaya.




BAB IV
PENUTUP




i

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN
Atas adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan daerah terutama yang
menangani masalah pedagang kaki lima, ada sanksi-sanksi dalam hukum
administrasi bersifat khas yang antara lain : bestuurdwang (paksaan
pemerintah), penarikan kembali keputusan/ketetapan yang menguntungkan,
pengenaan denda administrasi, pengenaan uang paksa oleh pemerintah
(dwangsom). Cara yang dipakai dalam rangka penertiban bagi pedagang kaki
lima merupakan tindakan paksaan pemerintah ( bestuurdwang ) sebagai
tindakan yang nyata dari penguasa ( Pemerintah Kota Surabaya ) guna
mengakhin keadaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
terutama dalam melaksanakan pasal 2 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kotamadya
Tingkat Il Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 yang kewenangan oleh Walikota
melalui perangkat pemerintahan dalam pelaksanaannya. Penertiban yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sendiri sebagai perangkat yang
mengatur pelaksanaan pengaturan usaha pedagang kaki lima dan atas saran dari
masyarakat ( inspraak ) sebagai pihak yang merasakan langsung akibat adanya

suatu pedagang kaki lima yang ditujukan kepada Pemerintahg Kota. Dalam
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pelaksanaan penegakan hukum dari tiap-tiap pihak selain Pemerintah Kota atas
perbuatan dan kebijakan Pemerintah Kota

Upaya dalam rangka keputusan/ketapan pemerintah tentang pengaturan lokasi
usaha bagi pedagang kaki lima bukanlah merupakan suatu keputusan tata usaha
negara ( KTUN ), sehingga pihak masyarakat dapat menggugat
keputusan/ketetapan ini melalui Peradilan Umum dengan mengacu pada pasal
1365 sebagai alasan menggugat. Di dalam penertiban bagi pedagang kaki lima
dalam suatu daerah/wilayah di kota Surabaya, perlu adanya suatu penetapan
tertulis dari pejabat yang berwenang berupa Instruksi Walikota untuk
mengadakan penertiban pada suatu daerah tersebut. Bagi pihak yang dirugikan
atas dikeluarkannya penetapan tersebut, karena sifatnya yang umum dan tidak
menunjuk pada suatu orang atau badan hukum tertentu maka dapat mengajukan
gugatan kepada Peradilan Umum ( Pengadilan Negeri ). Atas pelaksanaan
penertiban terhadap pedagang kaki lima yang terjadi di lapangan dan realita
tentunya akan terjadi suatu pelanggaran atau pelaksanaan penertiban tersebut
melalui Peradilan Umum yang mengaéu pada pasal 1365 BW sebagai alas an
menggugat. Dalam rangka pengendalian kuantitas pedagang kaki lima,
Pemerintah Kota memakai prosedur izin yang merupakan salah satu KTUN
sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai tempat
upaya hukum masyarakat dan pedagang kaki lima atas tindakan pemerintah

kota.
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SARAN

Perlu diadakannya peninjauan dan pemantauan kembali atas penetapan lokasi
usaha bagi pedagang kaki lima yang lebih strategis untuk berjualan dan
keefektifan serta mendayagunakan saran dari masyarakat ( inspraak ) agar
lokasi usaha tersebut berguna bagi semua pihak dan tidak merugikan bagi
masyarakat setempat. Diupayakan perlu lebih banyak dan luasnya saran
masyarakat yang diusahakan oleh Pemerintah Kota baik itu tim-tim kerja yang
dibentuk sehingga mempengaruhi tepatnya lokasi usaha yang akan ditetapkan
tersebut. Juga diperlukan adanya suatu sosialisasi tentang izin usaha tersebut
haruslah diatur agar lebih mudah didapatkan bagi pedagang kaki lima yang saat
ini sedang mengelola usaha tersebut

Perlu adanya fungsi kontrol yang efektif dari Pemerintah Kota Surabaya
terhadap aparat yang melaksanakan penertiban di lapangan, dimana pelaksanaan
tersebut hanya melakukan suatu penertiban namun haruslah melihat hak-hak

kepemilikan dan individu pedagang kaki lima.
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LAMPIRAN 1
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTAN

PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA

MENIMBAN ,

a. Bahwa di Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya tcrdapat sebagian masyarakat mengadakai
Kegiatan usaha yang lazim disebut pedagang kaki lima sebagai akibat dari pertumbuhan kegiataii
usaha kliususnya bagi golongain masyarakat ekonomi lemah atau rendah dan merupakan lapangait
kerja yang perlu mendapatian pengaturan dan pemibinaan dari Pemerintah Daeralu

b. Bahiwa dalani upaya untuk ictap dapai mcncgakkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-
uiidangan yang berlaku antara lain ientang lingkungan hidup, lalu lintas dan angkutan jalan raya,
Ketertiban umiuni, Kebersihian umuim Seria kKeienmtuan perpasaran dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sumsbaya dihubungkan dengan kenyataan yang berkembang dalam
masyarakatdipandang periu menctapkan ketentuan-ketentuan tentang pengaturan dan penivinaaii
tcmpat usaha dan kegiatan pedagang kaki lima, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturai
Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya klususnya yang menyangkut pedagang kaki lima.

MENGINGAT :

i. Undang-uindang Noiuor 5 Tahuil 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Dacrali;

2. Undang-undang Noimor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah Kota Besar Dalain
Lingkungan Propinsi Jawa Timui/Jawa Tengalv/Jawa Barat dan Dacrah Istimewa Yogyakaria
juncio Undang-undang Noiuor 2 Talun 1965, o

3. Undang-undaig Nomior 12 Dt Talun 1957 tentang Peraturan Umum Retrebusi Dacrah Juicio
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961,

4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya bescria
peraturan-peraturan pelaksanaaiiiya,

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keientuan-ketentuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

6. Peraturan Dacrah Kota Besar Surabaya INomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Uniui;

7 Peraturain Dacrah Kota Besar Surabaya Nomor 24 Tahun 1955 tentang Pemakaian semienitara
jalan, pertamanaii, lapangan dan lain-lain tempat umum dalam Kota Besar Surabaya;

8. Peraturan Dacrah Kotaimadya Dacrah Tingkat Il Surabaya Nomior 4 Tahun 1978 tentang Master
Plan Surabaya 2000;

9. Peraturan Dacrahi Kotamadya Dacrahi Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1986 temtang

Perpasaran dan pusat perbelanjaan dalam Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya;
10. Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahunm 1986 temtang
Penyeicnggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kotamadya Daerah II Surabaya
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasat 1
Peraturan Dacrali ini yang dimaksud dengan :
ciucrintah Dacraly, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
Dewail, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrali Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
Pasar, ialahi Pasar-pasar yang teiah ditctapkan dalam Kotamiadya Daerah Tingkat Il Surabaya;
Kepala Dacrah, Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11 Surabaya,
Pedagang kaki lima, ialah mercka yang mclakukan kegiatan dagang perscorangan dan dalaiil
menjalankan usahanya menggunakan tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiataniya

-]

BAB II
PENGA' AN TEMPAT USAHA
Pasal 2
Ulituk mienjaga kebersilian, Kemanan, keicntraman dan kebersihan dalain Kotamadya Dacrali
Tingkat II Surabaya, dilarang mcnggunakan fasilitas umui atau tempat-temipat sebagai kegiatan
usala pedagang Kaki lima, tanpa izin Kepala Dacrahi atau Pejabat yang ditunjuk;
Izin scbagaimana pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk menggunakan tempat-tempat

tau fasilitas umum yang telah ditetapkan olch Kepala Dacraly;

Kepala Dacrah dalam mienctapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiaiiiya scperti

tersebut pada ayat (2) pasal ini memiperiinibangkan kepentingan sosial, ekonoii, Keicrtiban dai
bersihan lingkungan di sekitariya scria keadaan pasar.

=]

Kebersihai Lii

Pasal

ctiap pedagang kaki lima yang telah mendapat izin menggunakan tempat dinmaksud dalam pasal

2 ayat (1) dan (2) Peraturan Dacrah ini, harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamarnari,

kebersinan dan micijaga keschatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat kegiatan

usahanya;
| TP

Kepala Dacrah menctapkan icbih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat

(1) pasal ini.
BAB III
PEMBINAAN
Pasal 4

Untuk kepeniingan pengeinbangan usaha pedagang kaki lima Kepala Dacrah berkewajibai
meniverikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluban;
Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan lebih lanjut olch Kepala Dacrah

BAB1IV

KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 5

ciiap pedagang Kaki lima yang ingin mendapatian izin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Dacrah
iii harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yaig telah ditetapian;
p_— =

Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur
1. ¥/ .

2]

dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Dacrah imi, tidak boleh dipindahtangankan kepada

siapapuii dan dalam bentuk apapuil, tempat persctujuan dari Kepala Dacrah atau Pejabat yaiig

a Pemegang izin melanggar syarat yang tercantum dalam surat izin,
b. Temipat atau fasilitas umum tersevut tidak lagi dinyatakan sebagai icmipat yang diizinikai



ci Peincgang izin mclanggar Keicutuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

{(5). Atas pencabutai izin terscbut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.
Pasal 6
{1). Dalaiu surat izin ditctapkan syarat-syarat yang harus diperiukan oleh peniegang iziiy,
{2). ad pasal ind berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan

i N P

izin dimaksud pada ayat (1)
sccara tegas discuuikan dalam surat izin

BABV
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 7

Sciiap pedagang Kaki lima yang tclah mcmperoleh izin menggunakan temipat scbagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Dacrah ini dikenakan retribusi uang leges sesuai dengan ketentuan

“

24

BAB V1
KETENTUAN PIDANA
Pasal 8
Pelanggaran terhadap keicntuan Peraturan Dacrah ind diancam dengan pidana berupa hukumai

- 2 LN

Kurungan sélania-iamaiya 6{cnam) bulan dan denda sctinggi-tingginya Rp. 50 (lina puluh rupial).

BAB Vi
Pasal ¢
(1). Sclain olch pejabat penyidik umuiiy, penyidikan atas tindak pidana scbagaimana ditcntukan pada
pasal 8 Peraturan Dacrah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungai
Pemerintahh Dacrah yang pengangkatannya ditctapkan berdasarkan peraturan perundaiig-
undangan yang berlaku;

(2). Dalam melakukan tugas peiyidikan, penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal imi,
berwenang : .
a. Menerima laporan atau pengaduai dari sese0 rang tentaing adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemieriksaarn;
C. Menyuruh berhenti tersangka dan menanyakan tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
(i3 Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
£ Memanggii orang untuk didengar dan diperiksa scbagai (ersangka dan Saksi;
g Mendatangkan orang aldi yang diperiukan dalam hubungan dengan penicriksaan perkara,
terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan micrupakan tindak pidana.
(3). Pgjabat penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
a.  Pemcriksaan tersangks; '
. Pemasukan ruraly,
o Penyitaan benda;
d. Pemicriksaan surat;
. Pemeriksaain saksi;
f Peincriksaan di teimpat kejadian dan mengirimikan kepada Kejaksaan Negeri dengan
tembusan kepada POLRIL
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dacrah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akai

=k o

diatur icbih lanjut olch Kepala Dacrali.



Pasal 11

Pasal 12
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar sctiap orang mengetahuinya,
inengundangkan Peraturan Dacrah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya.

Surabaya, 20 Mei 1987
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTA KEPALA DAERAH TINGKAT I

KOTAMADYA TINGKAT Ii SURABAYA SURABAYA
Stany Socbakir di. Poernomo Kasidi
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Baliwa pedagang kaki limia dapai dikatakan scbagai bagian yang tidak (cipisalikan
peirtuinbuhan dan perkembangan Kota besar, di Kota Surabaya sendiri pedagang Kaki liaim tumbult
dengan Kemajuan pembangunan fisik dacrah dan perkembangan Wilayah sciia
pertainbahan jumiah pendudukan yang sciakii besar.
Oleli karcua itu sudah scwajarnya apabila Pemerintah memperhatikan keberadaan pedagaiig
a umuinitya berasal daripada pedagang yang berekonoini lemah dan berpendapatait
rendah dengan maksud agar usaha mercka diterbitkan dalam rangka mewujudkan tata kota yang terii,
bersih dan nyaman. Di samping itu bagi pedagangkaki lima akan mendapatkan pembinaan yang layak
schingga iucreka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya yang pada akhirnya diharapkan
akan manmpu menunjang perckonomian dacrah dari sektor informal.
Dengan diadakaniya pengaturan bagi para pedagang kaki lima ini tidak berarti Pemeriniah
Dacrah mémbiarkan pedagang kaki lima akan terus tumbuh menjadi semakin besar dengan mendirikan
icinpai-icmpat usalia yang permanci, ictapi sctclah mendapatian bimbingan dan binaan dalam rangka
jangka wakiu tertentu diharapkan usaha pedagang kaki lima menjadi maju dan bersedia serta mampu
untuk dipndah K& pasar-pasar atau toko-10Ko scsiai dengan jenis barang dagangannya. Dengan demikian
mengingat tujuan pengaturan dan jangkauan sasaraniya agal pada pedagang kaki lima akan dapat
imeinjalankan usaha formal, maka pengaturaniya di dalam Peraturan Daerah ini dapat bersifat sementara.
Dengan demikian batiwa tempat-tempat yang dipergunakan sebagai tempat menjalankan usalia
pedagang kaki lima adalah tempat-tempat untuk kepentingan umum yang sudah mempunyai fungsi
tersendiri sesuai dengan rencana tata kota sepeiti jalan, trotoar, temai, lapangan dan scbagainya, maka
scyogyaiiya waktu untuk mcnjalankan usala pedagang kaki lima dibatasi untuk jam-jam terientu dan
dalam Keadaan fisik bangunan yang tidak permanen, schingga jawi-jam tertentu terscbut tempat-tempat
pedagang sudah dalam keadaan kosong, bersily, tertib dan schat serta tetap menjaga keadaan lingkungait
guiia dapat berfungsi sesuai dengan fungsi aslinya menurut rencana Tata kota. Adapun bagi tempat-
tempat untuk penjualan barang-barang dari jenis yang tertentu (kembang, barang-barang antik dan
scbagainya) dapat ditentukan persyaratan lain oleh Kepala Dacrah dengan memperhatikan persyarataii-

Syaratait
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g

rang ditcntukan di dalam Peraturan Dacral ini.

g



il.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
i 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas .

i 3 : keientuan pada pasal ini dimaksudkan uintuk tetap mcnjaga ketertiban, kebersilian, keschatan
1 keindahan lingkungaii. Oleh karena itu, maka penggunaan tempat berdagang harus disyaratkan pula
uiituk jangka wakiu terientu, bangunan tidak permancn atau bersifat menctap schingga dengan mudah
. P

L

digerakkan dan dibersilikan agar lingkungan kembali dalam keadaan semula

Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 dan 6 : cukup jeias
i 7 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : scsuai denmgan ketentuan pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang
micnentuikan baliwa semua Retribusi Dacrah harus diatur dengan Peraturan Daerah
Pasal 8 samipai dengai pasal 12 : cukup jelas



LAMPIRAN Ii
SALINAN

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAY A
NOMOR 03 TAHUN 1989
TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT Il SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAY A

Meidimbang . Bahiwa dalain rangka peninaan pedagang xaxi lima di Kotamadya Dacrah Tingkat 1L
Surabaya, maka dipandang periu mcngadakan pengaturan temipat usaha/lokasi pedagang
L . 1 -

kaki lima dimaksud dengan suatu Keputusan

Mengingat :

1 Undang-undang Nomor 5 Talun 1974 teitang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacral

2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah Kota Besar dalaii
lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa TengalvJawa Barat dan Dacrah Istimiewa Yogyakaita jo.

Jndang-undaig Nomor 2 Tahun 1965;

3 Peraturan Dacrahi Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya Nomor 10 Tahun 1987 teutang
Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Surabaya;

4. Keputusan Walikotamadya Kepala DacrahTingkat 1 Surabaya Nomot 135 Tahun 1988 tentang
Pembentukan Tim Pembéenahan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kotamiadya Dacrali Tingkat
il Surabaya;

3 Instruksi Walikotamadya Kepala Dacrali Tingkat I Surabaya Nomior 16 Talun 1988 tcimtai

&

i
cngaturan Teipat Usaha dan Peimbinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat
urabaya,

(72 Ma>)
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Menctapkan : Keputusain Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat 11 Surabaya ic

b B Tlzal v . . s I At A - 1 "
Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya.

Pasal 1
{1). Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya diictapkai
scbagaiinana dinyatakan pada Lampiran I Keputusai ini
(2). Keicntuan-ketentuan schubungan deéngan pelaksanaan pengaturan icmpat usaha dimaksud
scbagaiinana dinyatakan pada Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 2
Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dimaksud dalam Keputusan ini bersifat scmicntara dan sewakiu-
wakKtu dapat dicabut kembali oieh Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya.
Pasal 3
{1). Pengaturan penempatan, pengawasan ketertiban dan pengendalian jumlah Pedagang Kaki Lima

dilakukan secara koordinatif olch Pembantu Walikotamadya, Camat dan Lurah di wilayaliiya
masing-masing;
(2). Pembinaan dan peng

T — X T o — 5
Perekonoimnian Kotaimadya Dacrah Tingkat II Surabava;



3). K¢ a' Bagian Perckonomian dan Pemubaintu Walikotamadya melaporkan hasil kegiatan dimaksud
ayat (1) dan (2) pasal ini kepada ‘v likotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya secara
periodik

Pasal 4

Dengan di uap.\m Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi secmua kelentuan yang

pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ifii.

Pasal 5
1).  Keputusan ini mutai berlaku sejak tanggap penctapaniya;

(
(2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditctapkandi : SURABAY A
Pada tanggal : 2 Januari 1989

WALIKOTAMADY A KEPALA DAERAH
TMGKAT Il SURABAYA

dr. H. POERNOMO KASIDI



SALINAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT U
SURABAYA
NOMOR : 03 TAHUN 1989
TANGGAL : 2 JANUARI 1989

TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

DI KOTAMAD

' A DAERAH TINGKAT Il SURABAYA

Nomor | Tempat Usaha/Lokasi

| Waktu Kegiatan

I. Wilayah Surabaya Utara

1.

ol ol o o

0 0N

Pt et pea
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JI. KHM. Mansyur (bagian selatan, sisi timur jalan)
JI. Kembang Jepun

JI. Kebalen Barat

J1. Prapat Kurung (sebelah utara lapangan)

JI. KHM. Mansyur (sebelah selatan sisi barat jalan)
J1. Kepanien (sisi barat jalan)

J.Kawung

JI. Tanjung Tot
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. Taman Jayengroio —

Pukul 17.00 - 10.00 WIB
Pukul 18.00 — 24.00 WIB
Pukul 18.00 — 23.00 WIB
Pukul 17.00 - 23.00 WIB
Pukul 17.00 — 23.00 WIB
Pukul 08.00 — 12.00 WIB
Pulkul 19.00 — 22.00 WIB
Pukul 19.00 — 23.00 WIB
Pukul 18.00 — 23.00 WIB
Pukul 19.00 - 23.00 WIB
Pukul 19.00 - 23.00 WIB
Pukul 19.00 - 24.00 WIB
Pukul 15.00 — 24.00 WIB

—
b

. Wilayah Surabaya Timur

0 = O g I =

JL. ‘Tambak Segaran Wetan

JI. Rangkah Besar (bagian timur)
JLBogen

JL. Karimunjawa (bagian utara)
JLPetojo

JI. Dharmahusada Utara (sisi selatan)
J1. Raya Nginden

J1. Pucang Anom (sebelah timur JI. Pucang Sawit dan
sekitar lapangan Kali Bokor

JI. Kertopaten

J1. Kapasari

JI. Rungkut Kidul Industri

J1. Pucang Rinenggo

J1. Belokan

J1, Manyar Kertoarjo

JL Nginden Gg. Bengkok

JL Candi Sari

J1. Karanggayam (scbelah sclatan Gelora)
Ji. Indrakdla

Pukul 09.00 - 14.00 WIB
Pukul 17.00 - 14.00 WIB
Pukul 17.00 - 14.00 WIB
Pukul 17.00 — 14.00 WIB
Pukul 07.00 — 14.00 WIB
Pukul 07.00 — 14.00 WIB
Pukul 07.00 — 14.00 WIB

Pukul 16.00 - 24.00 WIB
Pukul 19.00 - 24.00 WIB
Pukul 19.00 - 24.00 WIB
Pukul 07.00 — 24.00 WIB
Pukul 17.00 — 24.00 WIB
Pukul 19.00 — 24.00 WIB
Pukul 19.00 — 24.00 WIB
Pukul 17.00 — 24.00 WIB
Pukul 07.00 - 22.00 WIB
Pukul 17.00 —23.60 WIB
Pukul 07.00 — 14.00 WIB

ayai Surabaya Selatan

Ji. Embong Blimbing

JL. Genteng Besar

J1. Sedap Malem (sisi barat jalan)

JI. Gembong Tebasan (sisi utara jalan)
JLUbI

J1. Kedungdoro (sisi timur jalan)

Pukul 07.00 — 14.00 WIB
Pukul 17.00 — 14.00 WI1B
Pukul 18.00 — 14.00 WIB
Pukul 07.00 — 14.00 WIB
Pukul 08.00 — 14.00 WIB
Pukul 18.00 — 14.00 WIB
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JI. Pacuan Kuda Pukul 05.00 — 14.00 WIB
JI. Setail Pukul 07.00 — 14.00 WIB
JI. Bentul I Pukul 07.00 — 14.00 WIB
JI. Jemursari (sebelah utara taman dan muka pabrik
paku) Pukul 07.00 — 14.00 WIB
JI. Dukuh Kupang Barat 1 Pukul 07.00 — 14.00 WIB
JI. Karangpilang Pukul 07.00 — 14.00 WIB
JL. Joyoboyo Pukul 07.00 — 14.00 WIB
J1. Kayoon Pukul 17.00 — 14.00 WIB
J1. Pandegiling Timur (sisi utara jalan) Pukul 17.00 - 14.00 WIB
(sisi selatan jalan) Pukul 08.00 — 14.00 WIB
J1. Dukuh Menanggal Pukul 08.00 — 14,00 WIB
JI. Widodaren (sici timur jalan) Pulul 06.00 — 14 00 WIR
JI. Anjasmoro Pulkul 06.00 — 14.00 WIB
JL. Alon-alon Karah Pukul 18.00 - 14.00 WIB
Ji. Kemuning Pukul 17.00 - 14.00 WIB
JLiris Pukul 17.00 - 14.00 WIB
Ji. Ketupa . Pukul 17.00 - 14.00 WIB
Ji. Serami Pukul 17.00 — 14.00 WIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT Il SURABAYA

- DA ')
dr. 0. POERNOMO KASIDI




LAMPIRAN Ii : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA ~DAERAH TINGKAT 1
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pedagang Kaki lima yang telah terdafiar dalam regisicr Pemerintah Kotamadya Dacralt
Surabaya;

Para pedagang Kaki limia diwajibkan menjaga ketertivan uinuim, kebersihan dan keindahan lokasi
schingga fungsi sarana, prasarana dan utilitas kota diluar waktu-waktu berjualan tetap terjaniy
Para pedaagang Kaxi lima agar mcnggunakan alat peraga (rombong) dengan bentuk, ukuran daii
ciri-ciri lainnya scsuai dengan petunjuk Pemerintah Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya;

Para pedagaing kaki lima.diwajibken membawa kembali rombongnya masing-masing sciclah
scicsai miclakukan Kegiatan/berjualana schingga lokasi bebas dari rombong;

Para pedagainig Kaki limia diwajibkan mcniasang tanda bukii pedagang kaki lima yang disediakai
oich Pemerintah Kotamadya Dacrah Tingkat 1 Surabaya;

Para pedagang kaki lima diwajibkan tempat sampah dan bertanggungjawab atas produksi sampati
baik yang ditasilkan sendiri maupun yang berasal dari pribadi;
Para pedagaiig Kaki lima wajib mengguiakan lampu pencrang pada malam hari scbagai

ool aee o3 cmale o

peiCiigkap romoongiiya.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT Il SURABAY
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KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
T n £ 1T T AYITTAT 1000
IWOMOR 171 TAOUN 193¢
TENTANG
KETENTUAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il SURABAYA
Menimbang : Bahwa scbagai pelaksanaan Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya
Nomior 10 Tahun 1987 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Peniinaan Pedagaig
Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya, khususiiya keientuan dalaim pasal

5 ayat (2) miaka dipandang peilu mengatur Ketentuan untuk memperoleh izin usaha
A2 & e : N

pedagang Kaki linia di Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya dengan suatu kKeputusaii

=

Mengingat

k. Undang-undang Noiior 5 Talui 1974 tentang Pokok-pokok Pemcrintahan di Dacral,

2. Undang-undang Nomor 16 Tahwn 1950 tentang Pemibentukan Dacrahi Kota Besar dalain
lingkungan Propinsi Jawa Timwi/Jawa Tengal/Jawa Barat dan Dacrah Istimiewa Yogyakaita jo.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

3. Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya Nomwor 10 Tahun 1987 tentang
Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat 11
Surabaya;

+. Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1987 tcutang
Perubahiaii Pertama Kali Peraturan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat I Surabaya Noiwor 1
Tahui 1981 tentang Pemungut Uang LEgeEs;

5t iKotai K

¥ lanha Dad

ali
Peingaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat
Surabaya.

Keputusan Walikotaiiiadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya Nomor 3 Tahun 1989 icuiaig
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Menctapkain . Keputusain Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya Tentang Keientuai
o APIRLIRE  — T TRE . SR - T i = - o ;v
Unituk Mcemperoieh 1zin Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Dacrah Tingkat il
e e =
ouravayva

RKETENTUAN UMUM
11
Pasal 1
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cputusan i yang dimaksud dengan istilah :
¢pala Dacraly, ialah Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Surabaya ;
¥. n
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¢
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o
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¢pala Bagian Perckoiomiiai, ialahi Kepala
Dacrah Tingkat Il Surabaya ;

(<3 Pedagang Kaki Lima, ialah mercka yang miclakukan kegiatan dagang perorangan dan dalaii

menjalankan usahaiya menggunakan tempat atau fasilitas umuim sebagai tempat kegiatannya ;

izin, ialah izin usaha pedagang kaki lima yang diberikan oleh Kepala Dacrali kepada Pedagaig

kaki lima di tempat yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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agian Perexonomian pada Sekictariat Kotanadya
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Unituk meinperolel ijin, Pedagang Kaki Lima yang bersangkutan harus memenuii persyaratait

scbagai berikut

a. Penduduk Surabaya ;

. Telah tercatat dalam daftar Pedagang Kaki Lima pada Bagiaii perekoiioiiiaii ;

o Menjadi anggota Koperasi Pedagang Kaki Lima ;

d. Mengajukan permiohonan uniiuk memperoieh ijin ;

c. Memibayar uang ISges.

Tata cara penigajual perinohionan unituk memperolch ijin adalah sebagai berikut :

a. Mengisi formulir surat permohonan yang telah tersedia di Kantor Keluratian scsuai lokasi/
tempat usaha yang dmluaon;

. urat perimohonan harus ditampiri dengai
- foto copy Kariu Tanda P iiduduk atau Kartu Ketuarga... (1 lembar);
- pas foto copy hitain putili ukurain 3X4 Clil.e...eceeeeeeineeenne. 4 lemivary,
- foto copy Kaitu Anggota x\'pe‘aa' ................................... (1 lemibar),
- data/keicrangan lain yang diperiukan sésuai dengan kebutulian.

C. Surat permohonain beserta lampiraniya diajukan ke Kantor Keluralian sesuai tcimpat usala
yang dimohon mcindapatkan pengantar dari I\epaia Kelurahan;

d. Beikas icrsebut dalam huruf ¢ di atas selanjuinya diajukan ke Kautor Kecamatan untuk
dixctahui dai mtan""“ngam oichi Caimat yaing bersangkutan dan kemudian diajukan ke

Bagian PUSIEKOnON 'c'n"'

;7 @ Kepala Bagian Perckonoiiiai meiolak permohoiain yang tidak meinenuli persyaratai dait
T
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uituk pcrmohouan yaiig telah imcmicnuid persyaratan, Kepada pemohon oich Kepala
Bagian Perckonomian diberikan surat pengaintar untuk membayar uang I€ges pada Dinas
Pendapatan Dacrah Kotamadya Dacrah Tingkat 11 Surauay*a
£ Kepaia Bagian Perekonoiiian mengéluarkaivimcimberikan izin sciclah meneriina tanda
bukii pemibayaraii uang ISges izii
BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN IZIN
Pasal 3
Kepala Dacrah mclimpahikan wewenang penandatanganan izin képada Kepala Bagiai
Perekononiiait;,

- glee e 2 P P " N

Keputusai iid sekaligus berlaku scbagai surat pelimpahan dimaksud dalain ayat (1) pasal iid.

BABIV
BERLAKU DAN DICABUTNYA IZIN
Pasal 4
1zin beriaku untuk jangka wakut 6 (enam) bulan terhitung scjak tanggal dikcluarkaniiya dan dapat

dipcipanjang lagi dengan Ketentuan yang saiia sepc i penigajuan perimolionan baru,
Pcugajuau perononan puipainjangan izin harus dilakukan scbeluminya jangka waktu yang laiia

izin yang tclah diberikan dapat didebut jika :
rat

Peiicgang izin mclanggar syar

a. yaig tercaiituiii dalain surat iziii;

b. Lokasi/tempat usahaiya tidak lagi dinyatakan scbagai tc" ipat usaha pedagaiig Kaki lima;

(oA Penicgang izin mclanggar Keicntuan perundangan yang berlaku.

Atas pencabutan izin iersebut dalam ayat (3) pasal ini tidak diberikan gaiti rugi dan peimicgailg



BABV
ENUTUP

i beriaku sejak tanggal di d tapkait,
putusan ini dataii Lenibaran Dacrali Kotamadya Dacrah Tingkat II Surab
DitctapxandiSURABAY A
Pada ar-gg';u 21 Agusius 1989
XYTAY YIS
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